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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD 

Kondisi perekonomian di Kota Depok berada pada fase pemulihan yang semakin 

menguat pasca pandemi covid-19.  Namun demikian selama semester pertama Tahun 

2023 kondisi global yang belum menentu perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi 

kondisi ekonomi makro pada tingkat nasional dan regional, yang secara langsung dan 

tidak langsung akan berdampak pada Kota Depok.   

Meskipun kondisi ekonomi global kurang baik, Indonesia diprediksi termasuk 

salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksi 

Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoy) pada tahun 2023. Outlook pertumbuhan 

ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, 

baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.  Menurut Menteri Keuangan, Indonesia 

termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%.  

Kondisi perekonomian Nasional yang cukup stabil akan berpengaruh posisitf 

terhadap perkonomian di Kota Depok.  Kondisi perekonomian nasional tersebut 

mendorong perubahan indikator makro di Kota Depok kearah yang lebih baik,  

sehingga perlu disesuaikan.  Hal ini dapat digambarkan dari evaluasi selama semester 

pertama pelaksanaan APBD.  Dalam pelaksanaan APBD selama semester pertama 

terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi 

makro dan perubahan kebijakan penganggaran.  Dari sisi kebijakan penganggaran perlu 

dilakukan penyesuaian target SiLPA berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan 

Keuangan Kota Depok Tahun Anggaran 2022 serta menyesuaikan target pendapatan 

daerah dengan memperhatikan potensi daya beli masyarakat, tambahan alokasi dana 

transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  Semua 

alokasi dana transfer tersebut perlu dicatat dalam Perubahan APBD. Perubahan lainnya 

adalah pengangkatan PPPK yang harus dialokasikan anggarannya pada Perubahan 

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 dan mengalokasikan belanja wajib dan 

mengikat yang mencukupi sampai dengan akhir tahun anggaran. 
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Mempertimbangkan kondisi tersebut serta mempedomani ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. maka dapat 

dilakukan perubahan APBD yaitu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; 

c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 

dalam tahun anggaran berjalan; 

d. Keadaan darurat; dan/atau 

e. Keadaan luar biasa. 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:  

a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 

b. pelampauan  atau  tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau 

c.  perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

Adapun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya 

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: 

a. menutupi defisit anggaran; 

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; 

c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui 

anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; 

e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan 

Pemerintah; 

f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya. 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang terjadi merupakan suatu proses 

yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kegiatan rencana tahunan pemerintah  

daerah guna mengevaluasi dan merumuskan kembali rencana pendapatan,  belanja dan 

pembiayaan yang telah disusun dan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2023.  Hal tersebut dimaksudkan agar rencana 
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pembangunan daerah dipastikan dapat selalu sejalan dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat. 

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan kembali 

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan kondisi 

ekonomi makro daerah, asumsi  penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja 

serta pembiayaan daerah, yang telah disepakati dengan DPRD dalam bentuk 

Penandatanganan Nota Kesepakatan  bersama antara Walikota dengan Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA 

Tujuan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD  Kota 

Depok Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi - asumsi kebijakan umum 

APBD Tahun Anggaran 2023; 

2. Memberikan pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023; 

3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) 

berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 

Anggaran 2022; 

4. Menyesuaikan perubahan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada 

hasil evaluasi semester pertama Tahun 2023; 

5. Menyesuaikan perubahan Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat 

maupun Transfer Antar Daerah; 

6. Melakukan perubahan kebijakan pengganggaran terkait dinamika permasalahan 

yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan 

memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah. 
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1.3 Dasar Hukum Perubahan Penyusunan KUA 

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan  Pandemi  

Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
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7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246) 

8. Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 123); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 210); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 

6177); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 

Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang  Kecamatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  20); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari 

Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negera Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 40); 

26. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 

Guru Pegawai Negeri Sipil; 

27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81);  

28. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

29. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi 

Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 29); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Investasi Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540) 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 

1114); 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun  2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1513); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Tahun 2022 

Nomor 1319); 

39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1331) 

40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,  (Berita Negara Tahun 

2022 Nomor 1334) 

41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 

tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi 

Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Tahun 2022 Nomor 1335); 

42. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang 

Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 78); 

43. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 99); 
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44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.15.5-1317  Tahun 2023 Tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran 

Kecamatan; 

47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok; 

48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 

2022 Nomor 16); 

49. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan 

Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang 

Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 112); 

50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

51. Peraturan Wali kota Depok Nomor  35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Kota Depok Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali kota 

Depok Nomor  35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Depok 

Tahun 2023. 

 

52. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 63 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 
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103 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  II 

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 
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Memasuki semeseter pertama tahun 2023, perkembangan kerangka ekonomi 

makro di Kota Depok  mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi 

pada tingkat global, nasional dan regional.  Perekonomian global menunjukkan tanda-

tanda pemulihan, tercermin dari meredanya tekanan inflasi di berbagai negara, 

berkurangnya volatilitas harga energi, kuatnya pasar tenaga kerja di negara maju, serta 

permintaan global yang masih tangguh. Tekanan inflasi global yang mereda disebabkan 

penurunan harga komoditas bahan bakar dan energi, harga logam, serta harga 

komoditas pertanian yang cenderung melandai.  

Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain tekanan di sektor 

keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara, eskalasi perang di Ukraina, serta 

adanya fragmentasi geoekonomi.  Pemulihan bertahap ekonomi global tetap berada di 

jalurnya dan pertumbuhan akan mencapai titik terendah tahun ini sebelum naik sedikit 

tahun depan, menurut Kepala Ekonom IMF  Pierre-Olivier Gourinchas pada jumpa pers 

tentang Outlook Ekonomi Dunia terbaru IMF.  Pertumbuhan tahun ini akan menjadi 2,8 

persen sebelum naik sedikit menjadi 3 persen tahun depan—0,1 poin persentase di 

bawah proyeksi bulan Januari. Inflasi global akan turun, meski lebih lambat dari yang 

diperkirakan semula, dari 8,7 persen tahun lalu menjadi 7 persen tahun ini dan 4,9 

persen pada 2024,  

Menteri Keuangan menerangkan bahwa perlambatan kondisi perekonomian di 

negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang yang 

sangat mengandalkan ekspor.  Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan 

mengalami perlambatan setelah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022.  

Kebangkitan perekonomian Tiongkok berpeluang menjadi pendorong bagi ekspor 

Indonesia, ditengah turunnya harga komoditas dan melemahnya ekonomi mitra dagang 

Indonesia selama ini. Perkembangan indikator ekonomi Indonesia seperti indikator 

konsumsi dan indikator investasi menunjukkan pertumbuhan, meskipun terdapat 

beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan. Meski demikian, Indonesia perlu 

waspada terhadap kondisi perekonomian global dengan semakin besarnya 

ketidakpastian.  

https://www-imf-org.translate.goog/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023?cid=re-com-spring2023flagships-WEOEA2023001&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
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Menurut Bappenas dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia 

(1Mei 2023), Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2023 tumbuh solid sebesar 5,03 

persen (YoY). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh seluruh 

komponen yang tumbuh positif, termasuk konsumsi pemerintah yang tumbuh setelah 

terkontraksi beberapa triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah 

ditopang oleh tingginya peningkatan belanja barang dan belanja pegawai serta belanja 

pembayaran bunga utang. Selain itu didorong juga oleh peningkatan pertumbuhan 

komponen LNPRT (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga) sebesar 6,2 

persen (YoY).  Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan 

diperkirakan kembali meningkat sejalan dengan berakhirnya pandemi, serta memasuki 

sementara sektor pertanian diproyeksikan melambat karena pengaruh perubahan iklim. 

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 

pada kisaran 4,7 – 5,5 persen. 

Selanjutnya  Bappenas menyatakan bahwa sepanjang triwulan I tahun 2023, Bank 

Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen, 

sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi serta menjaga momentum pemulihan 

ekonomi dan stabilitas nilai tukar ditengah tingginya ketidakpastian pasar global. Rata-

rata nilai tukar Rupiah pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp15.227 per USD, 

melemah 6,16 persen (YoY). Pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi oleh tekanan 

yang terutama dipengaruhi oleh penutupan tiga bank di Amerika Serikat dan tertahan 

oleh kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang baik. Likuiditas perekonomian 

dan intermediasi perbankan tetap terjaga meskipun mengalami tren pertumbuhan yang 

menurun. Pertumbuhan kredit tetap positif yang ditopang oleh memadainya likuiditas 

perbankan dan kebijakan pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM). Sementara itu, 

inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih melampaui batas sasaran 

inflasi nasional 2023. 

 

Prospek perekonomian domestik yang cukup baik ditandai dengan produksi 

maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh indikator Purchasing 

Managers Index (PMI) manufaktur per Juni 2023, 61,9 persen mayoritas negara 
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mengalami PMI manufaktur kontraktif seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, Jerman, 

Perancis, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam.  Di samping itu, penguatan 

dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang 

tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit terkontraksi. Aktivitas 

konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil secara wholesale 

tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan 

pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%. 

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Melihat perkembangan global dan Nasional, maka perekonomian Kota Depok 

pada semester kedua tahun 2023 ditargetkan kembali tumbuh positif dari tahun 

sebelumnya.  Upaya pemulihan ekonomi di Kota Depok telah direncanakan pada 

APBD Murni Tahun Anggaran 2023 melalui program berikut ini:  

1. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan daya beli 

masyarakat, melalui : 

a) Penyelesaian mismatch kebutuhan dunia kerja dan dunia pendidikan melalui 

kerjasama kemitraan dalam kurikulum pendidikan yang berorientasi pasar 

kerja, pemagangan dan penempatan kerja melalui forum fasilitasi; 

b) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan 

wirausaha baru, standarisasi dan sertifikasi kompetensi; 

c) Transformasi digital UMKM dan perluasan pendayagunaan tenaga kerja lokal; 

d) Pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan kawasan wisata terpadu 

dengan model pariwisata perkotaan (urban tourism) yang mengintegrasikan 

permukiman dan destinasi wisata; 

e) Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru di bidang industri kreatif; 

f) Mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; 

g) Mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) secara merata sesuai 

potensi wilayah dengan sentuhan teknologi untuk peningkatan nilai ekonomi 

maupun potensi agrowisata. 

2. Perbaikan infrastruktur ekonomi kota, sistem dan jaringan distribusi barang; 

3. Pengembangan pasar dalam dan luar negeri melalui festival ekonomi kreatif; 
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4. Menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan 

perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-

pusat pertumbuhan baru; 

5. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain, serta kerjasama 

pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, RKPD 

Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah, serta pembangunan BUMD Kota Depok. 

Arah kebijakan ekonomi yang telah direncanakan pada pada APBD Murni Tahun 

Anggaran 2023 tersebut akan terus dilakukan serta diperkuat pada Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023, diantaranya adalah memperkuat pemulihan  sosial termasuk 

mengurangi beban masyarakat yang beresiko sosial/miskin, upaya yang dilakukan 

adalah mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan,  

perbaikan kawasan kumuh, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Kebijakan 

tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat terutama masyarakat miskin 

sehingga dapat mengalihkan pendapatan keluarganya untuk kegiatan ekonomi.  

Kegiatan lainnya dalam upaya untuk menumbuhkan ekonomi seperti perbaikan jalan 

yang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi barang dan jasa. 

Perbaikan ekonomi Kota Depok didominasi oleh sektor pengeluaran yang 

didukung oleh konsumsi rumah tangga, diharapkan semakin meningkat searah dengan 

membaiknya aktivitas ekonomi yang turut mendorong kenaikan pendapatan dan daya 

beli masyarakat.  Kebijakan Pemerintah Kota Depok menetapkan kenaikan upah 

minimum kota (UMK) sebesar 7,25 persen untuk tahun 2023, diharapkan mampu 

meningkatkan konsumsi rumah tangga, selain berlanjutnya bantuan sosial yang turut 

menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah.  Kondisi ekonomi Kota Depok selain 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi eksternal dan internal, juga dipengaruhi oleh  

kondisi lainnya seperti infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia dan program kerja 

yang akan dilakukan.   

Arah kebijakan ekonomi lainnya untuk memperkuat kebijakan yang telah ada 

yang telah ditetapkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Pemenuhan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 
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2. Mengembangkan ekonomi kreatif bidang media arts yang menjadi lokomotif 

pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya. 

3. Pemulihan daya beli masyarakat terhadap barang produksi diantaranya melalui 

bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. 

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 

adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan  dengan kebutuhan 

belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan 

adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila 

melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan 

kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan, 

baik pembangunan secara fisik maupun non fisik.  

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kota Depok Tahun 

Anggaran 2023 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan 

kemampuan keuangan daerah.  Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan 

dan melakukan efisiensi belanja, penggunaan belanja hanya untuk mendanai kebutuhan 

belanja prioritas.  Belanja yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Kota Depok 

Tahun Anggaran 2023 adalah : pemenuhan kebutuhan belanja pegawai karena adanya 

pengangkatan PPPK yang belum tersedia anggarannya; pemenuhan belanja rutin dan 

mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; pembayaran kewajiban 

pemerintah daerah terhadap pekerjaan tahun-tahun sebelumnya yang telah selesai; 

pemenuhan belanja yang bersumber dari alokasi dana transfer dan SiLPA BLUD;  

pemenuhan belanja untuk perencanaan teknis yang dibutuhkan untuk pembangunan 

fisik tahun 2024; pemenuhan belanja yang termasuk kategori darurat dan mendesak 

serta pemenuhan belanja untuk pemulihan ekonomi dan sosial termasuk didalamnya 

pemenuhan belanja untuk mencapai UHC 95 %. 

Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu: 

kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagaimana 

diuraikan pada Bab IV, V dan VI dibawah ini.   
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BAB  III 

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

 

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama 

Tahun 2023 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan 

keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 

2023. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya 

dampak krisis internasional yang mempengaruhi kondisi makro ekonomi di Kota 

Depok yang perlu dilakukan penyelarasan,  perubahan penjabaran untuk menampung 

kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan dari 

pemerintah daerah lain, terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus 

diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya 

SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan 

anggaran tahun 2023.   

Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang mendorong 

dilakukannya perubahan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2023 yaitu kebijakan 

Pemerintah terkait dengan capaian kinerja APBN semester pertama.  Pada Tahun 2023 

ini Pemerintah belum merencanakan perubahan APBN,  namun demikian, agar terjalin 

keselarasan kebijakan ekonomi antara Pusat dan Daerah maka hasil evaluasi semester I 

serta Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 murni perlu 

disajikan.   

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN 

Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama yang diawali pada triwulan I, 

dapat dijelaskan bahwa  pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah 

perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), 

sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya 

sebesar 5,01% (yoy). Kedepan, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diprakirakan tetap 

kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik 

dan tetap positifnya kinerja ekspor.  
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Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen 

PDB.  Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan 

mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan 

tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya 

beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) 

terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non 

bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara 

keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih 

terbatas.   

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi 

Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 

2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, 

Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi 

dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya 

mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat 

dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan 

internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di 

hampir seluruh wilayah Indonesia.  

Memasuki triwulan II/Semester I, kondisi ekonomi di Indonesia tetap terjaga 

dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari defisit APBN yang terkendali.  Menurut  

Menteri Keuangan, Defisit APBN tahun 2023 berada di kisaran 2,28 persen dari 

Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp486,4 triliun. Proyeksi tersebut lebih 

rendah Rp111,8 triliun dari target sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB. 

Prediksi tersebut ditopang oleh proyeksi pendapatan dan belanja negara yang juga 

diperkirakan meningkat.  Pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi Rp174,2 triliun 

dari target, menjadi Rp2.637,2 triliun. Sementara belanja negara diperkirakan mencapai 

Rp3.123,7 triliun atau 102 persen dari APBN 2023. Proyeksi tersebut naik Rp62,5 

triliun dari target sebesar Rp3.061,2 triliun. 

Pembiayaan negara diperkirakan turun 17,7 persen, menjadi Rp486,4 triliun 

dari Rp598,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 81,3 persen dari target APBN.  

Pembiayaan anggaran memperhitungkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 
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lebih rendah Rp350 triliun dari target, menjadi Rp362,9 triliun dari Rp712,9 triliun. 

Kemudian, tambahan penggunaan SAL sebesar Rp156,9 triliun untuk penurunan 

pembiayaan utang Rp100,9 triliun dan kebutuhan pembayaran kewajiban pemerintah 

Rp56 triliun. 

Adapun terkait dengan indikator makro APBN Tahun Anggaran 2023 secara 

ringkas disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1. Indikator Makro APBN Tahun 2023 

No. Indikator Kinerja satuan Target 2023 

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,3 

2 Indeks Gini poin 0,375-0,378 

3 Inflasi Persen (%) 3,6 

4 Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,31-73,49 

5 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen (%) 5,3-6,0 

6 Persentase Penduduk Miskin Persen (%) 7,5-8,5 

7 Nilai Tukar Petani Persen (%) 105-107 

8 Nilai Tukar Nelayan Persen (%) 107-108 

9 Tingkat Surat Utang Negara tenor 10 

tahun 

Persen (%) 7,9 

10 Nilai Tukar Rupiah Rp/US$ 14.800 

11 Harga Minyak Mentah US$/barel 90 

12 Lifting Minyak Ribu barel/hari 660 

13 Lifting Gas Ribu barel setara 

minyak/hari 

1100 

Sumber: Informasi APBN Tahun 2023 (Kementerian Keuangan RI) 

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 

Perkembangan yang terjadi selama semester pertama tahun 2023 serta kondisi 

eksternal yang terjadi akhir-akhir ini yang dipicu krisis internasional, membutuhkan 

sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, 

pengusaha, pekerja, dan masyarakat. Perlu dicermati pula kemungkinan dampaknya 

terhadap kinerja perekonomian di tingkat kota. Kondisi perekonomian kedepan tidak 

terlepas dari tantangan  yang dihadapi yaitu penanganan pada sektor ketenagakerjaan. 

Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, kuliner, pariwisata dan 

jasa.  
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Dari sisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Depok telah menjaga 

keberlangsungan aktivitas perekonomian masyarakat.  Hal ini dapat dilihat dari 

indikator makro Kota Depok Tahun 2023 yang terkendali sebagaimana diperlihatkan 

pada tabel dibawah ini.  Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dapat dipertahankan pada 

posisi 5,66 %, didorong oleh tumbuhnya kinerja beberapa kategori lapangan usaha. 

Kategori yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha real estate. Sektor industri 

pengolahan merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar 

terhadap PDRB Kota Depok, disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran; 

reparasi mobil dan sepeda motor. 

Tabel 3.2. Perubahan Indikator Makro Kota Depok Tahun 2023 

No. Indikator Kinerja satuan Target 2023 Target P-2023 

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(LPE) 

Persen 5,96 5,66 

2 Indeks Gini poin 0,347 0,393 

3 Inflasi Persen 2,50 1,50 

4 Indeks Pembangunan Manusia Poin 81,97 81,97 

5 Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

Persen 7,97-6,15 7,71 

6 Laju Pertumbuhan Penduduk 

(LPP) 

Persen 3,01 1,77 

7 Pendapatan per kapita Juta Rupiah 24,79 38,25 

8 Rata-rata pengeluaran Rp/kapita/tahun 15.980 15.980 

Sumber: Perubahan RKPD  Kota Depok Tahun 2023 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah 

lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang 

miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan 

yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini 

dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan 
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disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.  Indeks gini menggambarkan seberapa 

besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu.   

Indeks gini di Kota Depok cenderung meningkat sehingga pada perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2023 dilakukan penyesuaian target menjadi 0,393 poin dari 

sebelumnya sebesar 0,347 poin atau meningkat 0,046 poin. Peningkatan angka 

ketimpangan menggambarkan semakin lebarnya kesenjangan kesejahteraan antara 

penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar 

stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Depok dapat tetap terjaga, upaya pendekatan 

dapat dilakukan antara lain dengan memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, 

peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh 

kelompok masyarakat dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas SDM 

melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam 

menurunkan angka kesenjangan terus  dilakukan meskipun dampaknya belum secara 

optimal dirasakan. 

Ketimpangan yang terjadi di Kota Depok juga dipengaruhi tingkat inflasi yang 

dapat menurunkan daya beli masyarakat.  Beban masyarakat kelas bawah semakin 

tinggi karena pendapatan yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok, sebaliknya dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi akan 

berkurang sehingga kedepannya pendapatan masyarakat kelas bawah akan berkurang.  

Sebaliknya kelompok masyarakat kelas atas dapat beradaptasi dengan kenaikan inflasi, 

kelompok ini masih memiliki cukup dana yang akan digunakan untuk kegiatan 

ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatannya.  Dengan demikian akan terjadi 

kelompok masyarakat kelas atas/kaya akan semakin meningkat pendapatannya 

sementara itu kelompok masyarakat kelas bawah akan semakin berkurang 

pendapatannya.  Pada kondisi seperti ini ketimpangan akan semakin lebar. 

Inflasi yang terjadi di Kota Depok salah satunya disebabkan oleh faktor geografi.  

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan 

dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling mempengaruhi 

secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran informasi terkait 

perubahan harga. Faktor lainnya bahwa di Kota Depok tidak ada pasar induk, sehingga  
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pasokan barang di Kota Depok berasal dari luar daerah sehingga membutuhkan rantai 

pasok yang cukup panjang untuk sampai kepada konsumen.  Namun demikian 

Pemerintah Kota Depok dapat menjaga inflasi pada posisi 1,50 % masih lebih baik 

dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,6 %. 

Indikator lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan tabel di bawah ini, 

IPM di Kota Depok dapat dipertahankan pada posisi 81,97 poin, termasuk dalam 

katagori tinggi.  Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa 

Barat setelah Kota Bandung (82,50) dan Kota Bekasi (82,46). Hal ini menunjukkan 

semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Depok baik dari aspek 

kesehatan, pendidikan maupun kelayakan hidup.  

Nilai IPM hanya mengambarkan indikator kesejahteraan secara rata-rata, artinya 

secara mikro masih terdapat penduduk yang menganggur dan penduduk yang hidup 

dibawah standar hidup layak.  Oleh karena itu perlu disajikan pula tingkat kemiskinan 

dan tingkat pengangguran di Kota Depok. 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan jumlah tenaga kerja yang 

tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan 

tenaga kerja. TPT di Kota Depok salah satunya adalah sebagai dampak pasca pandemi 

covid-19 yang masih berpengaruh sangat kuat terhadap sektor ekonomi dan sosial 

masyarakat. Namun demikian Pemerintah Kota Depok mampu menekan  tingkat 

pengangguran pada angka 7,71 % dibandingkat pada APBD murni Tahun Anggaran 

2023 yang berada pada posisi 7,97 sebagai batas atas, atau ditekan pada posisi rata-rata 

sebesar 0,26 %.  Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam 

rangka mengurangi pengangguran telah menunjukkan hasil yang signifikan, melalui 

program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program penciptaan wira 

usaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja.  

Selain upaya-upaya diatas, pengendalian tingkat pengangguran  dapat dilakukan 

dengan menekan pertumbuhan penduduk, dengan harapan penambahan jumlah 

penduduk akan sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.  Laju pertumbuhan 

penduduk di Kota Depok pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan 
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diturunkan menjadi 1,77 % dari sebelumnya sebesar 3,01 %, atau dapat ditekan sebesar 

1,24 %.  Faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota 

Depok selain migrasi adalah tingkat kelahiran.  Pemerintah Kota Depok akan terus 

berupaya untuk menekan angka kelahiran melalui peningkatan keluarga berencana 

yang telah dilaksanakan pada beberapa program berikut ini: 

1. Program pembinaan keluarga berencana (KB) dan program pengendalian 

penduduk, dengan sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); 

2. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang 

pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;  

3. Pembinaan pelayanan keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas 

kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya; 

4. Pembinaan IMP; dan 

5. Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB. 

Tingkat pengangguran sangat erat kaitannya dengan pendapatan per kapita di 

Kota Depok.  Semakin kecil pengangguran artinya semakin banyak penduduk yang 

bekerja sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk.   

Pendapatan per kapita Kota Depok pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 

diproyeksikan akan meningkat menjadi Rp 38,25 juta/tahun dari posisi pada APBD 

Tahun Anggaran 2023 murni yang berada pada posisi Rp  24,79 juta/tahun, atau 

meningkat Rp 13,46 juta/tahun.  Kondisi ini sejalan dengan berkurangnya angka 

pengangguran atau meningkatnya penduduk yang bekerja yang berkontribusi pada 

peningkatan pendapatan per kapita. 

Tingkat pengangguran di Kota Depok yang semakin kecil tidak berdampak 

banyak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin, artinya lapangan pekerjaan 

yang tersedia tidak banyak menyasar penduduk miskin, pendapatan  penduduk miskin 

tetap rendah.   Penduduk miskin berarti penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.  Berdasarkan tabel di bawah ini dapat 

dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Depok berfluktuasi selama lima 

tahun terakhir. 
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Tabel 3.3. Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok Tahun 2019-2023 

No. Indikator 

Kinerja 

2019 2020 2021 2022 Target P-2023 *) 

1 Persentasi 

Penduduk 

Miskin 

2,07 2,45 2,58 2,35 - 2,41 2,52 

Sumber: BPS (2022) dalam RKPD Kota Depok Tahun 2023 

  *) Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2023 

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 

2,07%, namun pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat 

kembali menjadi 2,58 % pada tahun 2021. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran  

2023 target kemiskinan akan diturunkan menjadi 2,52 %.   Namun demikian, tingkat 

kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai daerah peringkat ke-1 tingkat 

kemiskinan terendah di Jawa Barat dan Peringkat ke-3 di tingkat Nasional.  

Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk menurunkan persentase penduduk 

miskin yaitu melalui kebijakan pemulihan sosial termasuk mengurangi beban 

masyarakat miskin, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan, untuk meningkatkan cakupan 

pelayanan kesehatan penduduk miskin maka pada perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 akan ditingkatkan cakupannya menjadi UHC 95 %.  Program lainnya adalah  

perbaikan kawasan kumuh dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. 

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat terutama 

masyarakat miskin sehingga dapat mengalihkan pendapatan keluarganya untuk 

kebutuhan lainnya seperti kegiatan ekonomi agar dapat meningkatkan pendapatan 

penduduk miskin. 
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BAB  IV 

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan 

Penetapan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhitungkan 

realisasi semester  pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester 

kedua.   Berdasarkan tabel Indikator Makro sebagaimana disebutkan pada Bab III, laju 

pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2023 tidak mengalami perubahan, 

sehingga Pendapatan Asli Daerah sebagaian besar sesuai dengan proyeksi sebelumnya, 

dengan beberapa penyesuaian seperti pada pajak restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan umum, BPHTB dan pendapatan RSUD 

ASA mengalami kenaikan target.  Pajak lainnya seperti pajak air tanah, dan pajak bumi 

dan bangunan mengalami penurunan target. Untuk deviden perseroan daerah akan 

dilakukan penyesuaian karena target yang ditentukan sebelumnya terlalu tinggi.  Secara 

umum terjadi kenaikan target pendapatan asli daerah.  

Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan.  Obyek 

pendapatan tansfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami kenaikan bersumber dari 

obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus, sedangkan untuk obyek pendapatan dari Dana 

Alokasi Umum tidak mengalami perubahan.    Pendapatan transfer dari  Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan untuk alokasi bantuan keuangan dari provinsi 

dan dana bagi hasil provinsi. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan 

untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, meningkatkan tagihan pajak 

terutang, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi 

informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Secara rinci kebijakan 

pendapatan pada perbahan APBD Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi 

Khusus, Dana BOS dan Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada Peraturan 

Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan 

Negara Tahun Anggaran 2023; 
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2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 3/PMK.07/2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau 

Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023; 

3. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi 

Jawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 

4. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan Bagi Hasil Provinsi; 

5. Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan 

mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang sudah mulai pulih, serta hasil 

evaluasi semester pertama APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023. 

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pndapatan Asli Daerah 

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Berdasarkan realisasi semester pertama tahun anggaran 2023 diperoleh data 

sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar                                      

Rp 699.674.622.024,00   dari anggaran sebesar  Rp 1.595.202.767.878,00 atau 

terealisasi sebesar 43,86 %. Realisasi nominal terbesar berasal dari jenis pendapatan 

pajak daerah sebesar Rp 563.950.530.684,00 dari target sebesar Rp  

1.297.755.689.598,00 atau terealisasi sebesar 43,46 %.  Realisasi terkecil berasal dari 

jenis retrisbusi daerah sebesar Rp  17.160.695.658,00 dari target Rp 41.000.560.793,00 

atau terealisasi sebesar 41,85 %.  Berdasarkan hasil realisasi tersebut maka 

diperkirakan target pendapatan asli daerah sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar                                           

Rp 1.740.719.205.943,00 bertambah sebesar Rp 145.516.438.065,00 dari target sebesar 

Rp 1.595.202.767.878,00 pada APBD Tahun 2023 murni, atau mengalami kenaikan 

target sebesar 9,12 %.  Secara rinci realisasi dan rencana anggaran dapat dilihat pada 

Tabel dan Gambar di bawah ini. 
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Tabel 4.1.  Realisasi Pendapatan Daerah Semester Pertama Tahun 2023 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 

Jenis Pendapatan 
Anggaran TA 

2023 (Rp) 

Realisasi 

Semester Pertama 

(Rp) 

Persen 

Realisasi 

(%) 

Rencana Perubahan 

TA 2023 (Rp) 

Pajak daerah 1.297.755.689.598 563.950.530.684 43,46 1.400.250.000.000,00 

Retribusi Daerah 41.000.560.793 17.160.695.658 41,85 34.672.313.450,00 

Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan 

27.071.215.126 19.090.523.110 70,52 27.071.215.126,00 

Lain-lain PAD 229.375.302.361 99.472.872.572 43,37 278.725.677.367,00 

Jumlah PAD 1.595.202.767.878 699.674.622.024 43,86 1.740.719.205.943,00 

Sumber: Data LRA Semester Pertama BKD dan Rencana Perubahan Tahun Anggaran 2023  

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD.  Pajak daerah memberikan 

kotribusi terbesar terhadap PAD sebesar 80 %, Lain-lain PAD sebesar 16 %, Retribusi 

Daerah sebesar 2 % dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2 %. 

Dengan demikian pendanaan pembangunan di Kota Depok masih sangat tergantung 

pada capaian dari obyek pendapatan Pajak Daerah.  Pada Gambar 4.1 diperlihatkan 

masing-masing komposisi setiap obyek PAD. 

Gambar 4.1.  Komposisi Pendapatan Asli Daerah pada Rencana Perubahan 

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 

 

 
 

Sumber: Data Rencana Perubahan APBD TA 2023 (Badan Keuangan Daerah) 

Pajak daerah
80%

Retribusi 
Daerah

2%

Pengelolaan 
Kekayaan 

Daerah Yang 
dipisahkan

2%

Lain-lain PAD
16%



27 

 
 

 

 

Pada Semester pertama Tahun Anggaran 2023 realisasi penerimaan Dana 

Transfer Pemerintah sebesar Rp. 662.570.145.114 atau terealisasi sebesar 45,73 % dari 

anggaran Rp  1.417.803.727.859,00.  Realisasi terbesar berasal dari Dana Alokasi 

Umum sebesar Rp 462.045.418.000,00 dan realisasi terkecil berasal dari Dana Insentif 

Daerah sebesar Rp 15.042.192.500,00.  Hasil evaluasi semester pertama tidak menjadi 

patokan dalam melakukan perubahan kebijakan dana transfer pemerintah.  Kebijakan 

penganggaran dana transfer pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 130 

Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 dan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian 

Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.   

Pada perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 diperkirakan terdapat 

penambahan kurang salur dan DBCHT sebesar Rp 48.646.101.401,00  atau sebesar 

4,04 % serta penambahan dana transfer ermark Rp 207.182.622.309,00 atau sebesar 

17,20 %; sehingga jumlah Dana Transfer Penerintah Pusat menjadi sebesar Rp 

1.460.048.535.710,00.  Secara rinci realisasi dan rencana anggaran pendapatan transfer 

Pemerintah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2.  Realisasi Transfer Pemerintah Semester Pertama Tahun 2023 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 

Jenis 

Pendapatan 

Anggaran TA 2023 

(Rp) 

Anggaran Semester 

Pertama TA 2023 

(Rp) 

Realisasi Semester 

Pertama (Rp) 

Realisas

i (%) 

Rencana Perubahan  

TA 2023 (Rp) 

Transfer Umum 

DBH 
97.473.268.000,00 103.874.561.550,00 43.231.897.890,00 41,62 146.119.369.401,00 

Transfer Umum 

DAU 
925.320.958.000,00 925.320.958.000,00 462.045.418.000,00 49,93 925.320.958.000,00 

Transfer 

Khusus DAK 
151.341.201.000,00 358.523.823.309,00 142.250.636.724,00 39,68 358.523.823.309,00 

Dana Insentif 

Daerah 
30.084.385.000,00 30.084.385.000,00 15.042.192.500,00 50,00 30.084.385.000,00 

Jumlah Transfer 1.204.219.812.000,00 1.417.803.727.859,00 662.570.145.114,00 46,73 1.460.048.535.710,00 

 
Sumber: Data LRA Semester Pertama BKD dan Rencana Perubahan Tahun Anggaran 2023  
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Dana transfer lainnya yang diterima Pemerintah Kota Depok adalah Transfer dari 

Pemerintah Daerah (Provinsi).  Pada Semester Pertama Tahun 2023 realisasi 

penerimaan Dana Transfer Daerah sebesar Rp. 233.182.110.821 dari anggaran sebesar 

Rp 612.872.218.133,00 atau terealisasi sebesar 38,05 %.  Hasil evaluasi semester 

pertama tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan alokasi dana transfer daerah 

provinsi pada perubahan tahun 2023.  Penentuan kebijakan alokasi dana transfer daerah 

didasarkan pada informasi kebijakan dari pemerintah daerah provinsi. 

Pemerintah Kota Depok mendapatkan alokasi tambahan untuk transfer 

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan.  

Dana Bagi Hasil Provinsi bertambah sebesar  Rp 22.861.536.402,00 dan bantuan 

keuangan sebesar Rp 57.245.887.920,00, secara keseluruhan bertambah sebesar Rp 

80.107.424.322,00 atau bertambah 13,89 %;  sehingga pada perubahan anggaran tahun 

2023 dilakukan penyesuaian untuk dana bagi hasil menjadi Rp 653.015.290.047,00 dari 

sebelumnnya sebesar Rp 572.907.865.725,00. Bantuan keuangan dari provinsi  salah 

satunya digunakan yang digunakan untuk meningkatkan cakupan PBI agar tercapai 

target UHC 95% sebesar  Rp 17.281.535.512,00 yang akan dimasukan pada perubahan 

APBD TA 2023, sedangkan sisanya telah dimasukan pada pergeseran APBD TA 2023.  

Secara rinci realisasi dan rencana anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3.  Realisasi Transfer Daerah Semester Pertama Tahun 2023 dan 

Rencana Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 

Jenis 

Pendapatan 

Anggaran TA 

2023 (Rp) 

Anggaran 

Semester Pertama 

TA 2023 (Rp) 

Realisasi Semester 

Pertama (Rp) 

Persen 

Realisasi 

(%) 

Rencana Perubahan 

TA 2023 (Rp) 

Pendapatan 

Bagi Hasil 
572.907.865.725,00 572.907.865.725,00  206.748.683.413,00 36,09 595.769.402.127,00 

Bantuan 

Keuangan 
   39.964.352.408,00  26.433.427.408,00 66,14 57.245.887.920,00 

Jumlah 

Transfer 
572.907.865.725,00 612.872.218.133,00 233.182.110.821,00 38,05 653.015.290.047,00 

 
Sumber: Data LRA Semester Pertama BKD dan Rencana Perubahan Tahun Anggaran 2023  
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Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari PAD, Transfer Pemerintah dan 

Trasnfer Pemerintah Daerah. Kontribusi terbesar dari komponen pendapatan tersebut 

berasal dari PAD sebesar 45 %, transfer Pemerintah sebesar 38 % dan transfer 

Pemerintah Daerah sebesar 17 %.   Meskipun pendapatan asli daerah memberikan 

kontribusi terbesar untuk mendanai pembangunan di Kota Depok, tetapi Pemerintah 

Kota Depok masih sangat tergantung dari sumber pendanaan transfer pemerintah dan 

pemerintah daerah.  Pada gambar di bawah ini diperlihatkan komposisi pendapatan 

daerah.  

Gambar 4.2.  Komposisi Pendapatan Daerah pada Rencana Perubahan APBD 

Kota Depok Tahun Anggaran 2023 

 

 

 
 

Sumber: Data Rencana Pendapatan pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 

 (Badan Keuangan Daerah) 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAD
45%

Trnasfer 
Pemerintah

38%

Transfer Daerah
17%



30 

 
 

 

 

BAB  V 

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja 

Kebijakan keuangan dari sisi belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan 

belanja wajib dan mengikat seperti memenuhi belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil 

Negara (ASN), honor non ASN yang belum dianggarkan selama setahun, memenuhi 

belanja rutin seperti pembayaran listrik, telepon/internet dan air, memenuhi kewajiban 

pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2022 atau tahun sebelumnya, 

memenuhi kebutuhan perencanaan teknis untuk kegiatan fisik tahun 2024 serta 

memenuhi kebutuhan darurat dan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.  

Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Tahun 2022 adalah 

penanggulangan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat, pengendalian 

persampahan serta peningkatan cakupan layanan PBI untuk mencapai UHC 95%.  

Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 

Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah 

kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan 

pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah.   Berkenaan dengan hal tersebut 

maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan 

untuk melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu:  

1. Mengalokasikan  belanja  pegawai  dalam  bentuk  gaji  dan  tunjangan serta 

tambahan penghasilan pegawai yang  diberikan  kepada  Aparatur Sipil Negara 

(ASN) termasuk didalamnya untuk PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan 

KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; 

2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) 

dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah seperti honor pegawai Non ASN yang belum dianggarkan selama 

12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan 

pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran 
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kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang 

belum dibayarkan; 

3. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk bidang kesehatan 

dan bidang penegakan hukum; 

4. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK 

Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah 

Provinsi. 

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan 

mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.   

Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang berkaitan dengan 

kebutuhan belanja wajib yang masih kurang. Terdapat belanja rutin yang belum 

dialokasikan selama satu tahun, terdapat kebutuhan gaji dan tunjangan PPPK 

(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), penyesuaian anggaran TPP 

(Tunjangan Penghasilan Pegawai) ke tiga belas dan TPP hari raya, pembayaran sisa 

pekerjaan berdasarkan kontrak tahun-tahun sebelumnya.  Keadaan tersebut 

menyebabkan perlunya dilakukan perubahan asumsi dasar serta kebijakan perubahan 

untuk menyesuaikan terhadap perkembangan yang terjadi.   

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan 

Belanja Tidak Terduga 

Pada semester pertama tahun 2023, realisasi  Belanja sebesar                                     

Rp.  1.269.079.207.945,00 atau terealisasi sebesar 30,84 % dari pagu anggaran belanja 

sebesar Rp 4.114.674.379.248,00.  Realisasi terbesar berasal dari penggunaan Belanja 

Pegawai sebesar 41,79 % atau sebesar Rp 562.176.468.230,00 dari pagu sebesar Rp 

1.345.290.831.949,00, sebaliknya realisasi terkecil berasal dari serapan belanja bantuan 

sosial sebesar 3,37 persen atau sebesar Rp 3.546.000.000,00 dari pagu awal sebesar Rp 

105.315.985.000,00.  Pada tabel dibawah ini disajikan realisasi laporan semester 

pertama ABPD Kota Depok Tahun Anggaran 2023. 
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Tabel 5.1.  Realisasi Belanja Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2023 

Jenis Belanja 
Anggaran Semester I 

(Rp) 

Realisasi Semester I 

(Rp) 

Persen 

Realisasi 

(%) 

Rencana Perubahan 

TA 2023 (Rp) 

belanja pegawai 1.345.290.831.949,00     562.176.468.230,00  41,79 1.267.313.478.132,00 

belanja barang dan 

jasa 
1.509.506.091.863,00    502.847.839.384,00  33,31 1.646.792.450.944,00 

belanja hibah 110.598.826.740,00       29.264.207.000,00  26,46 130.953.570.907,00 

belanja bantuan sosial 105.315.985.000,00        3.546.000.000,00  3,37 104.066.700.000,00 

Belanja Modal 1.007.443.902.442,00     152.803.113.313,00  15,17 1.114.051.349.107,00 

BTT Pembebanan 36.518.741.254,00  

  

     12.167.671.196,00  33,32 26.075.671.254,00 

  BTT Pergeseran        6.273.908.822,00   

JUMLAH BELANJA 4.114.674.379.248,00  1.269.079.207.945,00  30,84 4.289.253.220.344,00  

Sumber: Data LRA Semester Pertama Badan Keuangan Daerah (2023) 

Sampai dengan semester pertama tahun 2023, realisasi belanja tidak terduga 

sebesar 33,32 persen yang digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah daerah 

terhadap pekerjaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya, pembayaran restitusi 

pajak, pengembalian dana transfer, santunan kematian dan pembayaran jaminan 

kesehatan diluar kuota PBI dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 12.167.671.196,00.   

Penggunaan lainnya adalah untuk mendanai kebutuhan mendesak akibat terjadinya 

bencana alam.  Penggunaan belanja untuk kebutuhan mendesak tersebut dilaksanakan 

melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga menjadi belanja kegiatan 

pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 

6.273.908.822,00 yang tidak diperhitungkan sebagai realisasi belanja, tetapi secara 

anggaran akan mengurangi pagu Belanja Tidak Terduga.   Pada posisi semester 

pertama tahun 2023, anggaran kas Belanja Tidak Terduga menjadi 36.518.741.254,00. 

Mempedomani hasil evaluasi belanja pada semester pertama tahun 2023, maka 

pada perubahan anggaran tahun 2023 akan dilakukan penyesuaian belanja menjadi 

sebesar Rp. 4.289.253.220.344,00  atau bertambah sebesar  Rp 428.127.109.363,00 dari 

anggaran pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp 

3.861.126.110.981,00 .  Penambahan tersebut terjadi pada tahapan pergeseran anggaran 

untuk alokasi dana transfer DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 



33 

 
 

 

 

253.548.268.267,00 dan penambahan anggaran pada rencana perubahan APBD TA 

2023 sebesar Rp 174.578.841.096,00 .  Alokasi penambahan belanja terbesar pada 

perubahan APBD TA 2023 adalah untuk  pembayaran jaminan kesehatan diluar kuota 

PBI dengan kebutuhan pagu sebesar Rp 12.167.671.196,00 dan penambahan Belanja 

BLUD Rp 49.896.224.975,00 untuk pemanfaatan SiLPA TA 2022 serta adanya 

penambahan target pendapatan BLUD.  Pada tabel dibawah ini diperlihatkan 

penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

Tabel 5.2.    Rencana Belanja pada Perubahan APBD Kota Depok  

                    Tahun Anggaran 2023 

Jenis Belanja Anggaran TA 2023 (Rp) 
Jumlah Anggaran 

Semester I (Rp) 

Rencana Perubahan 

TA 2023 (Rp) 

belanja pegawai        1.228.107.781.281,00  1.345.290.831.949,00  1.267.313.478.132,00 

belanja barang dan jasa        1.422.795.049.705,00  1.509.506.091.863,00  1.646.792.450.944,00 

belanja hibah             91.914.389.500,00  110.598.826.740,00  130.953.570.907,00 

belanja bantuan sosial           105.315.985.000,00  105.315.985.000,00  104.066.700.000,00 

Belanja Modal           958.032.584.223,00  1.007.443.902.442,00  1.114.051.349.107,00 

BTT             54.960.321.272,00  36.518.741.254,00  26.075.671.254,00 

JUMLAH BELANJA 3.861.126.110.981,00  4.114.674.379.248,00  4.289.253.220.344,00  

Selisih   253.548.268.267,00  174.578.841.096,00  

Sumber: Data Rencana Belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Badan Keuangan Daerah 2022) 

Komposisi belanja pada perubahan anggaran dapat dilihat pada grafik dibawah 

ini.  Komposisi belanja terbesar berasal dari jenis belanja barang dan jasa sebesar 38 %, 

disusul belanja pegawai sebesar 30 %, belanja modal sebesar 26 %, belanja hibah 

sebesar 3 %, belanja bantuan sosial sebesar 2 % dan belanja tidak terduga sebesar 1 %.  

Belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar pada perubahan anggaran 

tahun 2023,  hal ini disebabkan karena prioritas pada perubahan anggaran 2023 adalah 

pemberdayaan masyarakat  kelurahan termasuk pemberdayaan ekonomi,  jaminan 

sosial kesehatan dan penyediaan barang dan jasa bidang pendidikan. Semua rincian 

belanja termasuk belanja barang dan jasa.  Pada gambar di bawah ini diperlihatkan 

komposisi belanja daerah.  
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Gambar 5.1.  Komposisi Belanja Daerah pada Rencana Perubahan APBD Kota 

Depok Tahun Anggaran 2023 
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BAB  VI 

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 

6.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Penerimaan pembiayaan 

Kebijakan lainnya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan daerah.  

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2022 pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 

sebesar Rp 553.795.665.378,00 yang terdiri dari rencana SiLPA di luar kas daerah 

sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan rencana SiLPA pada kas daerah sebesar                                        

Rp 503.795.665.378,00.  Berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31 

Desember 2022 bahwa saldo pada kas daerah sebesar Rp 449.899.190.378,00; sehingga 

terjadi defisit penganggaran SiLPA antara rencana SiLPA pada kas daerah yang tercatat 

pada APBD dengan saldo real pada kas daerah.  Jumlah defisit sebesar                               

Rp 53.896.475.000,00, yang akan ditutupi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 

2023 melalui pengurangan belanja yang tidak prioritas dan penyesuaian pendapatan 

daerah.  Sementara itu jumlah realisasi SiLPA Tahun 2022 di luar kas daerah hasil 

audit BPK sebesar Rp 92.250.720.266,00 sehingga terjadi surplus sebesar Rp 

42.250.720.266,00 yang akan dimanfaatkan oleh BLUD dan untuk kebutuhan dana 

BOS pada Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023.  Tabel dibawah ini 

menunjukkan posisi SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang digunakan pada APBD Tahun 

Anggaran 2023. 

Tabel 6.1  Rencana dan Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 

Manajemen 

Kas 

Rencana SILPA 

TA 2022 pada 

APBD TA 2023 

SILPA TA 2022 

Hasil Audit BPK 
Selisih (+/-) 

SILPA pada 

Kas Daerah 
503.795.665.378,00  449.899.190.378,00*)  (53.896.475.000,00) 

SiLPA diluar 

Kas Daerah 
50.000.000.000,00  92.250.720.266,00  42.250.720.266,00  

Jumlah 553.795.665.378,00  542.149.910.644,00  (11.645.754.734,00) 

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran  APBD Kota Depok TA 2022 

                *) Rekening koran BJB per tanggal 31 Desember 2022 
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6.2. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Pengeluaran pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 telah 

dialokasikan untuk PT Tirta Asasta (Perseroda).  Jumlah alokasi pada APBD Kota 

Depok Tahun Anggaran 2023 ditetapkan besaran penyertaan modal Rp 

50.000.000.000,00;  mempedomani Perda  Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021, besaran 

penyertaan modal yang harus dianggarkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 

106.679.722.000,00, sehingga perlu penambahan sebesar Rp 56.679.722.000,00 yang 

akan dialokasikan pada perubahan APBD Kota Depok Tahun Angaran 2023. 

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda Air Minum Tirta Asasta akan 

dilaksanakan selama lima tahun dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Pada APBD Tahun Anggaran 2022 dialoksikan sebesar Rp 93.915.250.000,00; 

2. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp 50.000.000.000,00 dan 

akan dilakukan penyesuaian pada APBD Perubahan menjadi Rp106.679.722.000,00; 

3. Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp114.351.695.096,00  

4. Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp137.953.614.842,00. 

Sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal adalah sebesar Rp452.900.281.938,00. 
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BAB  VII 

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 

 

7.1 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan 

Daerah 

 

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kota 

Depok Tahun Anggaran 2023 maka upaya-upaya yang akan dilakukan dalam 

meningkatkan pendapatan daerah antara lain: 

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, 

diantaranya dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak; 

2. Peningkatan   sistem   operasional   pemungutan   pendapatan   daerah, antara lain 

melalui percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi penerimaan retribusi, 

diantaranya melalui penggunaan QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi; 

3. Gebyar Pajak untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar pajak 

dengan memberikan hadiah kepada wajib pajak yang patuh dalam membayar 

pajak; 

4. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan 

pendapatan; 

5. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi 

daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan 

pembayaran secara online/ATM/internetbanking dan market place, pemasangan 

spanduk/baliho/billboard dan   sosialisasi   pelaksanaan   pungutan   pajakd aerah   

dan retribusi daerah; 

6. Penyempurnaan     database     obyek     Pajak     PBB     termasuk penyesuaian 

Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan, diantaranya 

melalui pemetaan digital dengan peralatan drone; 

7. Peningkatan   ketaatan   Wajib   Pajak melalui   kegiatan pemeriksaan dan 

sosialisasi berbagai peraturan perpajakan; 

8. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan; 
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7.2 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Belanja Daerah 

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber–sumber 

penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mencari 

alternatif pembiayaan lainnya dalam membangun Kota Depok. Anggaran 

Pembangunan Kota Depok selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan 

pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan 

pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 

dikelola oleh perangkat daerah.  

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi APBD Kota dengan APBD 

Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat 

diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang 

telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih 

terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat 

dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis antara 

pemerintah kota dengan provinsi, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan 

program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan 

ataupun pembagian peran pendanaannya. 

Sumber pendanaan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dan memerlukan 

kajian adalah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra 

Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk 

membiayai proyek strategis yang memerlukan biaya besar. 

 Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi 

kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi 

kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat dipastikan bahwa masyarakat 

tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan 

jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain. 

Beberapa pemasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah: 

a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga tidak memenuhi asas achievable 

(dapat dicapai) dan time bond (terikat waktu); 

b. Belum optimalnya perencanaan penganggaran sehingga berakibat kurang/lebih 

anggaran, gagal lelang karena berbagai penyebab, dan lain-lain; 
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c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi cut off 

di akhir tahun; 

d. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan; 

e. Permasalahan belum jelasnya status aset lahan seperti pada pengadaan lahan dan 

pekerjaan konstruksi; 

f. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, 

kendala lahan, hukum, cuaca); 

g. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Juknis 

terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi); 

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat 

ditempuh Pemerintah Kota Depok diantaranya adalah: 

a. Belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal 

lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau 

DED/kajian belum siap atau adanya penolakan dari masyarakat maka akan dihapus 

dan diganti dengan belanja prioritas; 

b. Belanja pendukung seperti perjalanan dinas, studi banding, makan dan minum 

belanja barang lainnya yang tidak prioritas dan atau bisa ditunda maka akan 

dilakukan efisiensi; 

c. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap 

pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh 

pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (e-controlling); 

d. Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengadaan barang/jasa 

melalui e-katalog dan toko daring; 

e. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan 

kegiatan; 

f. Pengembangan reward and punishment terkait dengan capaian kinerja kegiatan; 

g. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan; 

h. Mendorong pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan. 
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